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Menimbang

Mengingat

OLEH MENTERI KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 103 Peraturan

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan

Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan

Aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional oleh Menteri

Keuangan;

1.

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6523);

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan Penyehatan
Perbankan Nasional;

Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1745);
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGELOLAAN
ASET EKS BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL
OLEH MENTERI KEUANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Aset eks BPPN yang selanjutnya disebut Aset adalah
kekayaan negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan
yang berasal dari kekayaan eks BPPN.

Aset Kredit adalah Aset berupa tagihan Bank Asal
terhadap Debiturnya, pinjaman Pemerintah yang
disalurkan melalui BPPN, tagihan yang berasal dari
Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham; dan/atau
tagihan Pemerintah dalam bentuk lainnya.

Asset Transfer Kit yang selanjutnya disingkat ATK adalah
Media atau Dokumen Pengalihan Aset Kredit dari Bank
Asal kepada BPPN.

Aset Kredit ATK adalah Aset Kredit yang didukung Media
atau Dokumen Pengalihan Aset Kredit dari Bank Asal
kepada BPPN, tercatat dalam Sistem Aplikasi Pengganti
Bunisys, dan yang dokumennya berada dalam
pengelolaan Menteri Keuangan.

Aset Kredit Non ATK adalah Aset Kredit yang tidak
didukung Media atau Dokumen Pengalihan Aset dari
Bank Asal kepada BPPN, yang dokumennya berada
dalam pengelolaan Menteri Keuangan.

Aset Properti adalah Aset berupa tanah dan/atau
bangunan serta hak atas satuan rumah susun yang
dokumen kepemilikannya dan/atau peralihannya berada
dalam pengelolaan Menteri dan/atau tercatat dalam
Daftar Nominatif.

Aset Inventaris adalah Aset berupa barang selain tanah

dan/atau bangunan, termasuk kendaraan bermotor,
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

yang semula merupakan aset milik BPPN atau milik Bank
Asal, baik yang berasal dari barang modal maupun
Barang Jaminan Diambil Alih (BJDA).

Aset Saham adalah Aset berupa bukti kepemilikan suatu
Perseroan Terbatas.

Aset Obligasi adalah Aset berupa surat utang jangka
menengah-panjang yang berisi janji dari pihak yang
menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga
pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada
waktu yang telah ditentukan kepada pihak pemegang
obligasi.

Aset Reksadana adalah Aset berupa unit penyertaan
sebagai bukti investasi dalam portofolio efek reksadana
melalui manajer investasi.

Aset Nostro dan Penempatan Antarbank yang selanjutnya
disebut Aset Nostro adalah Aset berupa saldo rekening
giro Bank Asal, baik dalam rupiah maupun valuta asing
di Bank Indonesia dan/atau bank lain.

Aset Transferable Member Club adalah Aset berupa bukti
keanggotaan/member suatu klub.

Bank Asal adalah bank yang masuk dalam program
penyehatan dengan status Bank Beku Operasi (BBO),
Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU), Bank Take Over
(BTO), dan Bank Rekapitalisasi yang telah mengalihkan
asetnya kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional
(BPPN) q.q. Pemerintah Republik Indonesia.

Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal di lingkungan
Kementerian Keuangan yang memiliki kewenangan,
tugas, dan fungsi di bidang pengelolaan kekayaan
negara.

Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal di
lingkungan Kementerian Keuangan yang memiliki
kewenangan, tugas, dan fungsi di bidang pengelolaan

kekayaan negara.
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Direktur adalah pejabat eselon II pada Kantor Pusat
Direktorat Jenderal yang memiliki kewenangan, tugas,
dan fungsi di bidang pengelolaan kekayaan negara.
Direktorat adalah unit eselon II di lingkungan Direktorat
Jenderal yang memiliki kewenangan, tugas, dan fungsi di
bidang pengelolaan kekayaan negara.

Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal.

Kantor Pelayanan adalah unit vertikal pelayanan pada
Kantor Wilayah.

Kementerian @ Negara yang  selanjutnya  disebut
Kementerian adalah perangkat Pemerintah yang
membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
Lembaga adalah organisasi non Kementerian Negara dan
instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk
melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Penilai Pemerintah adalah Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan pemerintah yang diberi tugas, wewenang, dan
tanggung jawab untuk melakukan Penilaian, termasuk
atas hasil penilaiannya secara independen sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penilai Publik adalah penilai selain Penilai Pemerintah
yang mempunyai izin praktik Penilaian dan menjadi
anggota asosiasi penilai yang diakui oleh Pemerintah.

Tim Koordinasi Penanganan Penyelesaian Tugas-Tugas
Tim Pemberesan BPPN, Unit Pelaksana Penjaminan
Pemerintah, dan Penjaminan Pemerintah terhadap
Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat yang
selanjutnya disebut Tim Koordinasi adalah Tim yang
dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 85/KMK.01/2006 tentang Pembentukan Tim
Koordinasi Penanganan Penyelesaian Tugas-Tugas Tim
Pemberesan Badan Penyehatan Perbankan Nasional,
Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah, dan Penjaminan

Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank
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